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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1546/Pdt.G/2014/PA.Smd.

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah 

menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara 

Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal di  Kelurahan Dadimulyo, 

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Penggugat; 

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha 

Bengkel Alat Berat, tempat tinggal di  Kelurahan Dadimulyo, 

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 

2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan 

register Nomor 1546/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal  07 Oktober 2014, 

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

hari  Rabu tanggal  24 Maret 2004 M. bertepatan dengan tanggal  3 Shafar 

1425 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan  Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana 

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  266/43/III/2004 tanggal  27 

Maret 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat 

tinggal di  rumah orangtua Tergugat di , Kota Samarinda selama 9 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai  

2  orang anak bernama :

a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 28 September 2004

b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 19 September 2002

      dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan  Maret tahun  2004 mulai tidak rukun, antara Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan 

Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam 

masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila 

Penggugat menanyakannya kepada Tergugat tentang penghasilannya, 

tergugat selalu menjawab nanti dan Tergugat juga mengatakan bahwa yang 

penting Tergugat tidak macam-macam;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga 

dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam 

hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Penggugat 

selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan 

tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran 

dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor 

penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada bulan  Agustus tahun  2014, dan sejak itu 
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pula  Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah orangtua 

Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat 

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama 

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke 

Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut : 

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat );

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir 

secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim dalam persidangan telah 

berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun 

lagi dalam rumah tangga yang baik bersama Tergugat; 

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan 

akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar 

diperkenankan mencabut perkaranya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai diatas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan 

jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya 

dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 

Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta 

ketentuan dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi : 

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقواالله لعلكم ترحمون

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 

supaya kamu mendapat rahmat”; 

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan 

tersebut telah ternyata berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan 

didepan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mancabut 

perkaranya tersebut; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu 

mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum 

Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip 

doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/

Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan : 

• Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut 

gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan 

berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada 

persetujuan Tergugat; 

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut 

gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka 

Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi 
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kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya 

dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. 

Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19); 

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam 

berita acara persidangan tanggal 20 Oktober 2014 ternyata Penggugat dalam 

perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara 

berlangsung; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa 

pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 1546/Pdt.G/2014/PA.Smd. dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 241.000,-  ( dua ratus empat puluh satu ribu  rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal  24 Zulhijah 1435  Hijriyah, oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Drs. Tamimudari, M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, 

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. Hamdi, S.H., M.Hum. 
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sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa 

kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H. Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 150.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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Samarinda, 20 Oktober 2014 

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.
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